BABII
MANAJEMEN PEMBIAYAAN DAN MURABAHAH

A. Manajemen Pembiayaan

1.

Pengertian manajemen pembiayaan

Manajemen adalah proses dari planning (perencanaan), organizing
(pengaturan), directing (pengarahan), dan controlling (pengendalian) dari
sumber daya organisasi yang dimiliki dan dilakukan untuk mencapai
tujuan.’ Sedangkan, pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank,
yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan
pihak-pihak yang merupakan defisit unit.”

Manajemen pembiayaan adalah sebuah proses planning,
organizing, directing, dan controlling sumber daya yang dilakukan oleh
bank dalam hal pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi
kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Dalam penelitian ini,
Manajemen pembiayaan meliputi sistem pemasaran, inisiasi saat bank
menerima permohonan nasabah, analisis pembiayaan, persetujuan
pembiayaan, realisasi pembiayaan, monitoring pembiayaan, dan

penyelesaian jika pembiayaan menjadi bermasalah.

" Basri, Bisnis Pengantar (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005), 56.
2 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001),

160.

22



23

2. Sistem pemasaran

Pelaksanaan pembiayaan pada bank Islam umumnya dicakup
dalam bagian pemasaran. Hal ini sesuai dengan fungsi bagian pemasaran,
yaitu sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi
dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang
marketing dan pembiayaan. Di samping itu, berfungsi juga sebagai
supervisi dan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan manajemen.’

Proses pemasaran dilakukan dengan berbagai strategi promosi.
Strategi promosi dilakukan dengan berbagai sarana yang efektif untuk
mempertahankan nasabah yang sudah ada dan/atau mendapatkan nasabah
baru. Salah satu tujuan promosi bank adalah menginformasikan segala
jenis produk dan jasa yang ditawarkan dan berusaha menarik calon
nasabah baru. Berikut beberapa contoh bentuk promosi yang dapat
dilakukan oleh cabang dalam usaha memperkenalkan produknya kepada
masyarakat.*

a. Iklan. Misalnya dengan menayangkan iklan produk pembiayaan,
tabungan, giro, deposito, dan produk lainnya melalui media massa,
seperti surat kabar lokal, radio, pemasangan papan-papan reklame dan
spanduk, serta pemberian brosur kepada masyarakat.

b. Penjualan langsung. Promosi dengan penjualan langsung dapat

dilaksanakan oleh cabang kepada masyarakat sehingga masyarakat

3 Arviyan Arifin dan Veithzal Rivai, /s/amic Banking (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 695.
% Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bank Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014),
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merasa tertarik untuk menggunakan produk dan jasa bank melalui
cabang tersebut. Contoh penjualan langsung, antara lain memberikan
pelayanan  yang  ramah  kepada  nasabah, = memberikan
sumbangan/bantuan untuk kegiatan yang dikoordinasikan oleh
pemerintah daerah, menjalankan program berhadiah langsung untuk
pembukaan rekening tabungan, dan lain-lain.

Publisitas. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga hubungan baik
dengan seluruh masyarakat yang berada di wilayah operasional
cabang. Contoh kegiatan publisitas, misalnya ikut berpartisipasi

dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

. Penjualan pribadi. Penjualan ini secara khusus dilaksanakan oleh

petugas yang disebut Customer Service (CS). Karyawan bank melalui
dari satpam sampai pimpinan bank harus mampu menjelaskan kepada
nasabah tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan produk dan
jasa bank. Cabang juga perlu menugaskan karyawan secara langsung
untuk mendatangi calon nasabah potensial dan memberikan informasi
yang dibutuhkan calon nasabah tentang produk pembiayaan, dana dan

jasa perbankan yang diberikan oleh cabang.

3. Proses pemberian pembiayaan

Dalam pelaksanaan proses pembiayaan, ada beberapa petugas

bank yang terlibat, yaitu:’

* Yusak Laksamana, Account Officer Bank Syariah (Jakarta: PT Elex Media Kompetindo, 2009),

36.
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Account officer, yaitu petugas bank yang melakukan proses analisis
suatu permohonan pembiayaan, menuangkannya dalam suatu usulan
untuk mendapatkan persetujuan.

Komite pembiayaan, yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan
untuk memberikan keputusan persetujuan pembiayaan. Pada
praktiknya pejabat yang ditunjuk sebagai komite pembiayaan yang
ada di setiap bank bisa berbeda-beda. Namun umumnya dibagi
berdasarkan kelas atau level kantor, mulai dari level cabang,
area/wilayah, divisi pembiayaan di kantor pusat, hingga mencapai
level direksi dan komisaris. Masing-masing tingkat mempunyai batas
maksimal plafon pembiayaan yang bisa diberikan. Semakin tinggi
jabatannya maka limit memutus pembiayaan semakin besar. Dengan
demikian bila suatu cabang memproses pembiayaan dengan nilai
nominal permohonan di atas limit kewenangannya, maka cabang
tersebut harus meneruskan proses persetujuannya kepada komite
pembiayaan yang lebih tinggi kewenangannya.

Pejabat operasional, yaitu pejabat yang berwenang untuk
mengeksekusi pembiayaan yang sudah disetujui dan dilakukan
pengikatan, dengan mencairkan dana pembiayaan ke rekening
nasabah.

Bagian administrasi, atau bagian legal, yaitu petugas bank yang
bertanggung jawab untuk melakukan dokumentasi dan penyimpanan

atas seluruh berkas pembiayaan dan bukti kepemilikan jaminan.
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Perjanjian pembiayaan di bank Islam pada dasarnya melibatkan
beberapa hal, yaitu bank sebagai pemberi pembiayaan, nasabah sebagai
pihak penerima pembiayaan, objek yang dituju untuk dibiayai, dan
agunan yang diberikan oleh nasabah kepada bank.°

Secara umum, tahapan dalam proses pemberian pembiayaan,
yaitu:

a. Inisiasi

Pada tahap ini, bank menerima permohonan nasabah atau
memberikan penawaran pembiayaan kepada nasabah. Sesuai dengan
ketentuan BI, dalam menilai permohonan pembiayaan, bank hanya
memberikan pembiayaan apabila permohonan pembiayaan diajukan
secara tertulis.’

Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah memiliki
beberapa tujuan berikut:
1) Permohonan pembiayaan baru.
2) Permohonan tambahan pembiayaan yang telah berjalan.

Berkas yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam mengajukan
permohonan pembiayaan, yaitu:
1) Legalitas pemohon, yaitu bukti diri yang secara umum diakui

sebagai dokumen yang menunjukkan keabsahan identitas

pemohon. Legalitas pemohon perorangan yang dibutuhkan berupa

% Arviyan Arifin, Islamic Banking. .., 770.
7 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bank Syariah..., 71.
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KTP/SIM, Kartu Keluarga (KK), surat keterangan bekerja dari
perusahaan.®

2) Legalitas permohonan, sebagai dasar proses pembiayaan di bank
adalah adanya permohonan secara tertulis dari nasabah.
Permohonan dimaksud dapat disampaikan melalui surat tertulis
yang dibuat oleh nasabah maupun dalam bentuk pengisian
formulir yang telah disediakan bank.’

3) Dokumen keuangan, yaitu seluruh dokumen yang mendukung
fakta mengenai keuangan nasabah. Dokumen keuangan berupa slip
gaji asli dan copy rekening bank.

Analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah usulan berbentuk proposal yang
dibuat oleh account officer, berisikan analisis atas segala aspek
mengenai permohonan pembiayaan, untuk dimintakan persetujuan
dari  komite pembiayaan.10 Usulan tersebut dikenal dengan

Memorandum Usulan Pembiayaan."’

Berikut aspek-aspek yang perlu dituangkan dalam analisis
pembiayaan.

1) Analisis kualitatif

Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan terhadap

aspek-aspek non keuangan, meliputi: aspek yuridis pemohon,

8 Yusak Laksamana, Account Officer Bank Syariah..., 51.

? Ibid., 52.
' Ibid., 37.
1 Ibid., 224.
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karakter dan manajemen, teknis dan produksi, pemasaran, sosial
ekonomi, dan aspek dampak lingkungan. 2

Salah satu aspek kualitatif adalah aspek karakter pemohon.
Karakter pemohon dapat diketahui dengan melakukan BI
checking. Bl checking dilakukan untuk mengetahui riwayat
pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berikut status
nasabah yang ditetapkan oleh BI. Tunggakan pinjaman nasabah di
bank lain juga memberikan indikasi yang buruk terhadap karakter
nasabah."?
Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif ditekankan pada pembahasan aspek
keuangan calon nasabah.'* Analisis ini harus dapat memastikan
repayment capasity nasabah (kemampuan membayar nasabah).
Repayment capasity nasabah dapat diketahui dengan melakukan
proses investigasi, antara lain melakukan wawancara dengan

nasabah.

Persetujuan pembiayaan

Memorandum usulan pembiayaan yang telah dibuat account

officer selanjutnya akan diusulkan kepada komite pembiayaan untuk

mendapatkan persetujuan. Atas usulan tersebut komite pembiayaan

memiliki hak sepenuhnya untuk menyetujui atau menolak suatu

12 Ibid., 159.

'3 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003),

145.

' Tkatan Bankir Indonesia, Mengelola Bank Syariah..., 77.
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permohonan pembiayaan. Bila disetujui, biasanya komite pembiayaan
akan memberikan catatan-catatan atau disposisi atas hal-hal yang
perlu dipenuhi, dilengkapi, dan dijalankan dalam pemberian
pembiayaan. Setiap disposisi yang dibuat oleh komite pembiayaan
harus diperhatikan oleh account officer. Bila hal-hal tersebut
merupakan keputusan yang harus dipenuhi oleh nasabah, maka hal
tersebut harus dicantumkan dalam persyaratan pembiayaan.'’

Persyaratan  oleh = komite = pembiayaan  selanjutnya
ditindaklanjuti dengan penerbitan surat persetujuan pembiayaan.
Surat persetujuan pembiayaan merupakan surat pemberitahuan bank
kepada nasabah, bahwa bank telah menyetujui permohonan
pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Dalam surat persetujuan
pembiayaan tercantum segala hal yang direckomendasikan dalam
memorandum usulan pembiayaan, meliputi struktur pembiayaan yang
diberikan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh
nasabah sebelum pembiayaannya direalisasikan. Apabila nasabah
telah membaca dan menyetujui isi surat persetujuan pembiayaan,
maka nasabah harus menandatanganinya di atas materai cukup
sebagai bukti sah persetujuan nasabah.'®
Realisasi pembiayaan

Tahapan akhir dari proses pembiayaan adalah merealisasikan

pembiayaan yang telah disetujui. Dalam hal ini nasabah juga telah

" Yusak Laksamana, Account Officer Bank Syariah. .., 241.

16 Ibid., 242.
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mengetahui bentuk persetujuan bank dan telah memenuhi seluruh hal

yang dipersyaratkan oleh bank.

Ada dua hal penting yang dilakukan dalam merealisasikan

pembiayaan yaitu:

1) Penandatangan akad dan pengikatan agunan

Akad pembiayaan merupakan perjanjian yang saling
mengikat antara nasabah dan bank. Akad dilakukan secara tertulis
dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.'” Akad pembiayaan
yang baik adalah perjanjian yang menempatkan bank dan nasabah
dalam posisi yang seimbang serta menggambarkan kepentingan
kedua belah pihak terhadap akad pembiayaan yang dibuat. Saat
terjadi masalah pada pembiayaan yang diberikan, dokumentasi
yang terkait dengan pembiayaan yang diberikan menjadi faktor
yang membedakan apakah bank akan memperoleh pelunasan
kembali atas pembiayaan yang diberikan atau akan merugi."®

Akad pembiayaan tidak hanya mengatur kewajiban kedua
belah pihak, namun juga mengatur kondisi bilamana pembiayaan
akan dilunasi sebelum jangka waktunya berakhir. Hal tersebut
dapat menjadi faktor yang kritikal dalam kondisi yang memburuk.
Oleh sebab itu, harus diyakinkan bahwa akad pembiayaan sudah
diselesaikan dengan lengkap untuk meminimalkan risiko yang

dihadapi bank, terutama identifikasi kewajiban pihak-pihak yang

"7 Ibid., 246.

'8 Tkatan Bankir Indonesia, Mengelola Bank Syariah. .., 87.
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terkait pada saat awal pemberian pembiayaan, serta kondisi dan
perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada kemudian hari."’

Selain itu, sejalan dengan dilakukannya penandatanganan
akad pembiayaan, dilaksanakan pula pengikatan agunan.”

Dalam kesempatan penandatanganan akad, nasabah juga
sekaligus menandatangani surat kuasa debet dari nasabah kepada
bank, untuk melakukan pendebetan rekeningnya bagi pemenuhan
seluruh kewajiban yang timbul terkait pembiayaan yang
diterimanya, seperti untuk pembayaran angsuran/bagi hasil dan
biaya-biaya.*’

Pencairan pembiayaan

Tahap pencairan pembiayaan adalah tahapan pemungkas
dari rangkaian panjang proses pembiayaan. Sejak dilakukannya
pencairan pembiayaan kepada seorang nasabah, maka mulai saat
itu fasilitas pembiayaan yang diberikan akan dicatat sebagai
account bagi bank. Account tersebut merupakan aktiva yang akan
menjadi sumber penghasilan bagi bank, dan pada saat yang sama
juga mengandung risiko bagi bank. Risiko utama dari setiap
fasilitas pembiayaan adalah adanya peluang untuk menjadi

pembiayaan bermasalah. Oleh karenanya bank harus mengelola

1 Ibid.
2 1bid., 247.
21 bid., 248.
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risiko tersebut dengan baik melalui langkah-langkah yang harus
dijalankan secara hati-hati dalam proses pencairan pembiayaan.*
Monitoring pembiayaan

Setelah memproses permohonan pembiayaan hingga disetujui
dan dicairkan, maka tugas selanjutnya melakukan pengawasan atas
pembiayaan yang telah diberikan. Pengawasan ini adalah serangkaian
kegiatan dalam rangka melakukan pengawalan sejak pembiayaan
dicairkan hingga dilunasi.”> Pemantauan dilakukan secara terus-
menerus untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan dan ketentuan
yang berlaku dipenuhi nasabah dan bank.**
Penanganan pembiayaan bermasalah

Setiap perbankan tentu berharap bahwa semua pembiayaan
yang diberikan akan menjadi pembiayaan yang lancar, sehat, dan
bemanfaat buat penerimanya. Namun harapan tersebut tidak
selamnaya akan terwujud. Adakalanya pembiayaan yang diberikan
menjadi pembiayaan yang bermasalah, di mana nasabah tidak mampu
membayar kewajibannya sehingga terjadi tunggakan, baik berupa
tunggakan pembayaran pokok, margin pembiayaan, maupun
tunggakan kewajiban bagi hasil.”

Dalam menyelesaikan pembiayaan yang terlanjur bermasalah,

bank harus mengambil tindakan untuk memperoleh kepastian bahwa

22 1bid., 249.
2 1bid., 251.
* bid., 92.

5 Yusak Laksamana, Account Officer Bank Syariah..., 255.
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pembiayaan dapat dilunasi nasabah. Idealnya bank seharusnya bekerja
sama dengan nasabah untuk mengupayakan kegiatan operasional
nasabah kembali membaik. Apabila upaya tersebut tidak berhasil,
bank dapat meminta pembayaran dari nasabah atau melikuidasi
agunan untuk melindungi kepentingan bank.”

Likuidasi agunan merupakan salah satu cara jalur cepat untuk
memperoleh pembayaran kembali atas pembiayaan yang diberikan
dan mengurangi pembiayaan bermasalah. Sebelum melakukan
likuidasi agunan, bank harus mengevaluasi hak bank atas agunan,
kemauan nasabah untuk bekerja sama, nilai agunan, serta

marketabilitas. >’

B. Murabahah
1. Pengertian murabahah
Murabahah adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan
harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga
yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.”® Murabahah berasal dari
kata ribhif® (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli bank menyebut

jumlah keuntungannya (margin/mark-up).

26 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bank Syariah..., 94.

*71bid., 96.

 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2009), 79.

* Ahmad Warson Munawwir, A/-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya:
Pustaka Progressif, 1997), 463.
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Murabahah didefinisikan oleh para Fugaha sebagai penjualan
barang seharga biaya/harga pokok (cosf) barang tersebut ditambah mark-
up atau keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah
bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian
produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya
(cost) tersebut.*

Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah
Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah
menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli
dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
Sedangkan dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah 52
dijelaskan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan
menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual
dan pembeli.”'

Dalam bukunya Syafi’i Antonio, bai’ al-murabahah adalah jual
beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang
disepakati. Dalam bai’ al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga
produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat, keuntungan sebagai
tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir
dengan harga Rp 10.000.000,00, kemudian ia menambahkan keuntungan
sebesar Rp 750.000,00 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp

10.750.00,00. Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan

3% Wiroso, Jual Beli Murabahah (Yogyakarta: UII Press, 2005), 13.
31 130
Ibid., 14.
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dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah
menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan
diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan
dibayar secara angsuran.™
2. Landasan syariah murabahah
a. Al-Qur’an
L5l a5as el 40 34l
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
(al-Baqarah: 275)"%

b. Al-Hadits
Dari Hakim bin Hizam r.a., dari Nabi saw., sabdanya: “dua
orang yang berjual beli, masing-masing mempunyai hak pilih (untuk
meneruskan jual beli atau tidak) selama keduanya belum berpisah.
Jika keduanya berlaku jujur dan terus terang menjelaskan (keadaan
barang yang diperjual belikan), maka mereka diberi berkat dengan jual
beli mereka; tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan (cacat
masing-masing), hilanglah berkat jual beli mereka.”*
3. Ketentuan murabahah
Dalam melaksanakan transaksi murabahah, ketentuan atau aturan

yang perlu diperhatikan yaitu ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah

Nasional dan Ketentuan Bank Indonesia yang tercantum dalam Peraturan

32 Syafi’i Antonio, Bank Syariah..., 101.

33 Al-Hikmah, A/-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2012), 47.

** Al-Imam Muslim, Terjemahan Hadis Shahih Muslim (Malaysia: Klang Book Centre, 2007),
147.
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Bank Indonesia maupun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah
Indonesia (PAPSI).
Fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan transaksi
murabahah antara lain: >
a. Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahab.
b. Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
¢. Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah.
d. Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah.
e. Nomor 23/DSN-MUI/II/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam
Murabahabh.
f.  Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah.
g. Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang
Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
h. Nomor 48/DSN-MUI/I1/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan
Murabahab.
i. Nomor 49/DSN-MUI/I1/2005 tentang Konversi Akad Murabahabh.
Berdasarkan fatwa-fatwa tersebut, Bank Indonesia mengatur lebih
lanjut dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia atau Surat Edaran Bank
Indonesia, seperti tentang kolekbilitas dan Pedoman Akuntansi Perbankan
Syariah Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 10/1998 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan, dalam

penjelasan pasal 6 huruf m dijelaskan bahwa yang mempunyai

3% Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. .., 79.
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kewenangan untuk mengatur kegiatan usaha bank syariah adalah Bank
Indonesia.*®
4. Rukun dan syarat murabahah

a. Rukun murabahah (jual beli)*’

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah 7jab dan gabul
yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi
yang menempati kedudukan 7jab dan gabul itu. Rukun ini dengan
ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan
dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan
maupun perbuatan.

Menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu:
orang yang menjual, orang yang membeli, sighat (kata/kalimat), dan
barang atau sesuatu yang diakadkan. Keempat rukun ini mereka
sepakati dalam setiap jenis akad. Rukun jual beli menurut jumhur
ulama selain mazhab Hanafi ada 3, yaitu: orang yang berakad (penjual
dan pembeli), yang diakadkan (harga dan barang yang dihargai),
sighat (ijab dan gabul).

b. Syarat murabahah™®
1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

3) Kontrak harus bebas dari riba.

36 Wiroso, Jual Beli Mura_baﬁab ..., 46.
7 bid., 16.
3% Syafi’i Antonio, Bank Syariah..., 102.
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4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas
barang sesudah pembelian.
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

5. Jenis-jenis murabahah

a.

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: **

Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada
yang beli atau tidak bank syariah menyediakan barang dagangannya.
Penyediaan barang pada murabahah ini tidak terpengaruh atau terkait
langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

Murabahah berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan
melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah
yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan
jika ada pesanan. Pada murabahah ini, pengadaan barang sangat
tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian
barang tersebut.

Mourabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi dua

40
macam, yaitu:

a.

Murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, maksudnya
apabila telah pesan harus dibeli.
Mourabahah berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat,

maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah

3% Wiroso, Jual Beli Murabahah ..., 37.

“ Ibid., 38.
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tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang
tersebut.

Sedangkan jika dilihat cara pembayarannya, maka murabahah
dapat dilakukan dengan cara tunai atau dengan pembayaran tangguh.
Yang banyak dijalankan oleh bank syariah saat ini adalah murabahah
berdasarkan pesanan dengan sifatnya mengikat dan cara pembayaran
tangguh.

6. Ketentuan agunan

Pada dasarnya agunan bukanlah satu rukun atau syarat yang
mutlak dipenuhi dalam murabahah. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga
agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia
pembiayaan/bank) dapat meminta si pemesan (pemohon/nasabah) suatu
jaminan (rahn) untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-
barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima
untuk pembayaran utang.”'

7. Aplikasi murabahah dalam perbankan
Secara umum, aplikasi perbankan dari murabahah dapat

digambarkan dalam skema berikut ini.

*! Syafi’i Antonio, Bank Syariah. .., 105.



Gambar 2.1 Skema Murabahak'
(1) Negosiasi
& Persyaratan

(2) Akad Jual Beli
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Keterangan:

BANK | > | NASABAH
(6) Bayar 4
®)
i 4) Kiri Terima
(3) Beli Barang SUPLIER (4) Kirim Barang
> &
PENJUAL Dokumen

1) Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.

Harga jual adalah harga beli bank dari produsen ditambah keuntungan.

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu

pembayaran.

2) Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati

tidak dapat berubah selama berlaku akad.

3) Bank syariah memesan barang yang telah dipesan nasabah kepada

pemasok atau penjual utama.

4) Setelah barang dipesan, supplier mengirimkan barang kepada nasabah.

5) Nasabah menerima pesanan barang dan dokumen yang diperlukan dari

supplier.

2 1bid., 107.
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6) Nasabah melakukan pembayaran pembelian barang kepada bank
sesuai kesepakatan. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan

dengan cara pembayaran cicilan.



